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KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
ltlOMOR 09 Tahun 2005

TENTANG

PETUI{J UK PE LAKSANAAN PENGUJIAN KE]IIDARAANI BERMOTOR

Menimbang : a.

Mengingat

b.

BUPATI GIANJUR,

bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor M Tahun 2ffi0
tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, telah diatur berdasarkan
Keputusan Bupati Nomor 05 Tahun 2001 tanggal26 Januari 2001;

bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Perubahan Pertama Atas Perafuran Daerah Nomor 04 Tahun
2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, petuniuk pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 20m sebagaimana tersebut dalam
huruf a, perlu ditinjau kembalidan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimhngan tersebut dalam huruf a dan b, perlu
sogera menetapkan kembali petunjuk pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Bupati.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1S0 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat Gerita Negara Tahun 1950
Nomor 43);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 19S tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Nomor
31 86);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lerhbaran
Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
LEmbaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
20m Nomor 246, Tamhhan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 19gZ Nomor 68,
Tambahan Lembaga Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 32 Tahun zff,l4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2W4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 443T;

c.

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun lg8ti tentrng Pehleanaan
Kitab Urdang-undarg Hulum Amra Pidana (Lembaran Negara
Tahun l$tt Nomor 36, Tambehan Lemboran trlegara Nomor 3258);

9. Persturan Pemerintah l{omor 26 Tahun 1985 tentang Jahn
(Lembaran Negara Tahun 19E5 Nomor 37, Tambahan Lembaga
No$ra Nornor 3293);

10. Peraturan Pemerlr$ah Nomor 41 Tahun 19S tEntnng fuigkubn Jalan
fl-srnbaran Negara Tahun 1993 Nsnor 59, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 3528);

11. PEraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 19ql bntang Pefirerlksaan
Kendaraan Bermotor dl Jalan (Lembaran lrlegara Tahun 1993 Nomor
90, Tambahan Lembaga Negnra tlomor 3528);

12. Peratutan Penmrintah Nomor 43 Tahun 1983 teilbr{g Prassrana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1ffii Nomor 80);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4,{ Tahun lg$ bntang Kcrdaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 19S Nomor 84, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2m0 tentrrq Kowenangan
Pemerintah dan Kervenangan Propinsl Sebagai Daerah Otonom
(Lembanan l{egara Tahun 2m0 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3e52);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tantang Rdibusi
Daerah (Lembaran Nqara Tahun 20Ol Nornor 119);

18. Keputusan Menteri trlegara Kependudukan dan Lingkungan HHup
Nomor KEP. 36lMENKLl'l/l/1999 trentang Ambang Batas Emlsi Gas
Buarg Kendaraan Bormotor;

17. Keph.ean Monterl Ferhuburgan lrlonror 68 Tahum 183 bnbng
Persyaratan Ambang B&s Laik Jalan Kendaraan Bennotor, Ker&
Gandengan, Koreta Tempelan, Karoseri dan Bak Muahn serta
Komponen-Komponennya ;

18. Kepuhrsan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1gg3 bntrng Tata
Cara Perneriksaan Persyaratan Teknis Lalk Jalan Kendaraan
Bermotor diJahn;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 19tr| tentang
Penguilan Berkala Kendanaan Bermotor:

24. MentEri Negara Kependudukan dan Ungkungan Hh*rp hloflFr KEP.
02TMENKLH/U1998 tentaru Pedoman Penetapan Baku MutI
Linglorngan;

Kepnhrsan llJbnteri Perhubungan I'lomor I Tahun 2W tentang
Penguiian Type Kendaraan Bermotor;

21 .

22. Peraturan &erah l(abupaton Cianjur l.lomor G3 Tahun 2Sl bnbng
Penyldik Pqawai Negeri Sipil;

23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 bntang Pongufian
Kendaraan Bermotorp. Perahran Dasah f*lomor 16 Tahun 2004.

UEI,IUTU$KAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTAT..IG PEruNJI'K PEI.AKSAI.IAA}{
PENGUJIAT{ KENDAFT/MN BERMOTOR.

Menetapkan
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KETENTUAT.I I..IMUM

hsd I
Dalam Kepufusan ini yang dimakgud dengan :

1. DEerah adalah Kahryaten Clanjur;

2. Pemerintah Daorah adahh Pemerlntah Daerah Kabupaten GianJur
yaitu eryeti beeerta Peranglcd &erah Gonorn sebagai Badan
Eksskutif Daerah;

3. Bupat adalah Bupsti ChnJur;

4. Dlnas adalah bmbaga teknis daerah yang membidangi penguflan
kmdaraan barmdor;

5. Kepah Dinas dalah Kepala lembaga teknis daerah yang
membidangi penguJbn kendaraan bermotor;

6. Pengufi adalah setlap tenaga yang dlnyekan momonuhi kualifilcasi
teknis tErtentu yang dibedkan s€r0fi|€t serta tanda kuallftbei tdfib
seeuai dengan ieniang kualifikasin)ra;

7. Sfata adalah sfata penguji kendaraan bermotor pitu Jenferg tingkat
keahlian yang dibertlen bagi perorangan sesuai dengan wE!,venang
dan tanggung jawabnya;

8. Kendaraan rva$b uji adalah sethp kendaraan yang bordasarkan
peratrran perundang-undangan yang berlaku vearib diufl untrk
menentukan kehikan jalan;

9. Kendaraan 
'bermdor adalah kendaraan yar€ digerakan oleh

peralatan bknikyang berada pada kendaraan itu;

10. Kendaraan umum adahh kendaraan bermdor yeqg disodhl€n untrk
dipergunalon untuk umum dengan dipungut biaya;

1 t. Mobil penumpang adalah setiap kondaraan bonndor FrE dilongl€pi
sehnyak-banlraknya 8 (delapan) bmpat duduk, tdak termasuk
tempat pengomudi baik dengon maupun hnpq perlangkapon
pengangkutan bagasi;

12. Mobil bus adalah se$ap lendaraan yang bermoto,r dilengkapi lebih
dari I (delapan) tempat duduk, tdak termasuk tempat duduk
pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkafn pengangkrrtan
bagasi;

13. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor Eolain dari yang
termasuk dalam sepeda motbr, mobilpsnumpang dan mobilbus;

14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada
kendaraan bermotor untuk menumpang dan kendaraan bermotor
untuk barang yang penganglorhnnp unfuk keperluan khusus afiau
mengangkut barangSarang khusus;

15. Kereta gandengan adalah su6l alat yang dipcaunalcan untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya d!tumpu oleh alat ihr
sendiri dan dirancang unhrk di&arik oloh kendaraan berrotor;

16. Kereta tempelan adalah sutau ahy yang dipergunalen untuk
mengangkut barang' yang dirancang untuk dibrk dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
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17. PenguJhn berlcala yar€ sehnJuhya disofut uji bed€la adarah
penguflan kendaraan bermotor terhadap setiap kendaraan yang waJib
uii serh dilakulsn pada peride uraktr tertenfu;

18. $urat lceterangan haeil uii mufrr adalah surat yang dibrbi$ran oleh
Kepala Dlnas Perhuhrngan Propinsi sebagrai hasll pemeriksan dan
penelidan terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan
bormotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kereta- khnsus,
loroseri, bak muatan terbuka, bak muatan tertrhrp dan modffikasi
yang tipe kendaraan dalam keadaan lengl€pnlra ti&k memiliki
seililikat ujitipe;

19. Surat keterangan hasil uji tipe adalah surat yang dlterbiUcan oleh
Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bfnra tpe
kendaraan bermotor, kereta gandengnn, kerda bmpdan dan ker&
khusus yang bersangkutan telah lulus uJiSpe;

20. Buku u$ berkala adalah tanda bukti lulus uji berkah berbennrk buku
hrisidata dan legitimasihasil penguJhn se$ap kendaraan uraJib uii;

21. Tanda uii adalah buld bahwa suatu kendaraan tslah diuJl dengan
hasil baik, berupa lempengan plat alumunium, plat kaleng atru s$ker
)Nang dibubuhi nomor uji, nomor sed kanderaan dan tanggral akhir
berlakunya masa uii yang dltempelkn pada plat nomor (INKB) ahu
ranglo kendaraan:

22. Bengkel umum kEndaraan bermotsr adalah bengkel kendaraan yang
berfungsi unfuk meravnat dan memperbaild kendaraan bermotor agar
tetap memenuhi persyaratan teknis dan laikialan;

23. Laik jahn adalah percyaratan umum kondid sustu londaraan yarg
harus dipenuhi agar terfamin keeelamatan dan mencqah terJadinya
pencomaran udara dan kebisingan lingktnrgan pada vraldu
dioperasikan;

24. Tarda samping adalah tanda infrnnad eirXglcat hacil ujl borkala yeng
dicantumkan/dipsang secam pennanon pada baghn samping kanan
dan kiri kendaraan bermotor;

25. Nihi bknis adalah hasil penilaian terhadap kompormn-lcomponen
kendaraan dalam suafu prosentase;

26. Uii ulang adahh perlguJian berkala terhadap kEndaraan yang
melakukan suatu pelanggaran dihlaanakan berdasarkan surat
perintah penguii.

MBII
LOI(ASI PEt{GUJlAhl, PERAIATAN PEhreUJlAf.| KENDAFT/MN

BERMOTOR DAt-l TEIIAGA PENGUJI

&gian Pertama

LokasiPengujian

Pasal 2

Ldwi tempat penguJian berkah dapat berupa lolcasl yarq bersiht tetap
dan atau fidak tetap.

Pasal 3

(1) Fasllibs yang borsifat btap bentpa bargunan l€nbr, gtdang, lahan
parkir, jalan keluar masuk, ttsfrik dan se@ainlra.

4
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(2) FaEillhs yarq bersifat tidsk tetap berupa irml tanah yang dstar untuk
digunakan pada saat pengufian kdiling.

(3) Lokasi tempat pdaksanaan uii berlola yar€ berslH tHak t&p
sehgaimana dlmaksud pada Pasal 3, dlmabudlan untrk
rneningkailon pelayanan kepada masyarekat dangan Gara l€tlih
mendeletkan dan mensosialisasikan ar$ penfrng pelayanan pnguiian
kendaraan bermotor.

(4) Lokasi tempat pelalcsanaan uji borkah yang b€rsifiet tdak tetap
dftentukan dengan mempertimbangkan :

a. kedekahn tempat pemilik kendaraan dengan loksl penguJlen
berkala;

b. kopemililcan depo atau poolkendaraan;

c. tersedianya aroa parklr dan area urnirk hpangnn uii.

Bagian Kedua

Peralatan PerguJian Kendaram Eormdor

Pasal 4

(1) Pelaleanaan pengufian kerdaraan bermotor balk @a pengulian
tetap maupun tidak tetap, dihbanakan dengnn menggunahn
peralatan yang memenuhi persyaratan sftandar pelayenan minimel.

(2) Pengujian se@aimana dimalsud pada ayat (1), merggunakan
peralatan yang meliputi :

a. alat uii emiei gas buang, anhru hin alat uJi karbon morcfcl& (Co),
hidrokarbon (Flc) dan ketehlan sap gas buang;

b. aH uii anspensi roda dan pernedksaan kondH blmls baghn
baffah kerdaraan benndor:

c. alat ulirem;

d. alat ujilampu dama;

e. aht pengukur bsat;

f. alat ujikincup roda depan;

g. alat uJi lcaca;

h. alat uji pongukur euara;

i. alat pengukur suara

j. alat prqukur dlmonsi;

k. komprooor uldara;

l. generabr sot
m, peralatrn bantu.

Baghn Ketign

Tenaga Penguii

Pasal 5

(1) Peqgufian bedcala kondaraan bermdor dilalessnekan oleh p€erg6
'Elinas yar€ rnempnrnyai kualifrkasi esagai tenaga penguli.

5
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(2) Tenaga porguli diarykd dan dibeftonlilsn olah Direlfilr Jerdaral

Perhubungan hrat, sesuEi denOan kdentuan yang berlalnr.

(3) Persyaratan tenaga peqgufi, adalah :

a. PNS dengan gobngnn mhlmal s€Buai $Uab ponguli kordaraan
bermotor;

b. M€millH Surat ljin Mongemudigolongan 81;

c. lthmiliki iiozah pendidilcan dan pelathan diploma ll PKts;

d. hlah mengikuti dan dinyatakan lulue pondHil€n dan pela$han
Pengujian Kendaraan Bermotor Fl($ 3 Gga) bulan d [ngkurqan
Pusat Psndidikan dan Pelatilun Perhubungan Darat

e. telah mangikr{i dan dinyafrakan luluc pendidtlqan dan peletihan
kendaraan bermotor 1 (satu) bulan di lingkurgan Pusat PendHikan
dan Pelatihan Perhubungan Darat.

BAB III

TATACARA PENGWIAN BERIGLA DAT{ PER$
ADMINISTRASI $ERTA PENlLAlAf.l TEKNIS

Bagian Pertama

Tata Cara Pengujian Barkda

Pasal 6

(1) Pengufian berlola terhadap kendaraan dihksanakan dalam nrqka
rneuvuJudlcan kendaraan bermobr yang memenuhl persyaren bknls
dan laikialan.

(2) Kerdaraan wqiib uii mellpufi :

a. mobil penumpang umum;
b. mot{l bus;
c. mobilbarang;
d. kereta gandengan;
e. kereta tempdan;
f. ken&raan khusurs.

(3) Masa uji berkala kendaraan bcrmotor berlaku selama I (enam) hdan.

Bagian Kedua

Persyaratan Adm inlstasi

Pasal 7

(1) Pemilik kendanaan dau kuasa dari kendaraan waJib uji mengalulon
permohonan kepada Dirps dengan menggunakan formullr yar6 blah
disediakan dan dilampiridengnn :

a. memlliki tanda bukti lulus ufi yang lama;
b. melampirkan surattanda nomor kendaraan;
c. memiliki tanda jatidiri pemilik kendaraan:
d. membaya biaya uji.

(2) Khusus untuk pennohonan penguJhn berkah untuk yarg pertama kali
dan telah memperoleh sertifilcat ujitipe harus merhenuhi pemyaratan :

a. memilikl seilifilcat registrasi uil tpe;
P. mehmpirkan percyaratan teknis kendaraan;
c. memiliki bukti pelunasan pwnhyaran birya uji;
d. melampid<an STNK dan BPKB;

6
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e, foro copyiafi diri pemilik dengan melamplrlcan aellnya.

ksalS
(1) Apabih persyaratan adminhffasi eebrynimana dlmalcsud pada Pasal

I telah terpenuhi, pe&tgas perlgufi melaksanakan penilahn teknis dan
diUangkan dalam Bsrih Acara haail peryu$an deqnn menggunakan
formulir PKB2.

(2, Khusus untuk kerdaraan baru, Bedh Acara ha6ll pamerileaan
m€nggunakan formulir PK&3.

(3) Penerbltan buku ult yang dipergurakan eobagai trrda bukti luh.rg
pengujhn blnis diland&ngani olefi Kepala Dinas.

(4) Se@ai bukti tehh dinyatakan lulue uji se&ngnimana dlmalcsud pada
ayat (3), diberilon tanda bultti berupa h*u ujl yanlg ditarddangani
obh pdrgns perguji, ser.ni dorgnn perd.nan porurdargruldarqran
)rang berlaku.

BAB IV

PENlLAlAtl TEKl.llS KENDAR/AAI{ DAil TATA CARA PENILAhN
TEKNIS KENDARAAN

Bagian Pertrma

Penilaian Teknb Kendaraan

Pasal 9

(1) Penilaian teknis dalam rangka penghapugan k€rdaraan dlhleanakan
oleh p€nguji dengan melakukan pemerilaaan kondisi Fknis
kendaraan.

(2) Penilaian teknis kendaraan sebagalmana dimalatd da ayat (1),
digunakan sebagai dasar :

a. pelelangan kendaraan milik pemeilntrh;
b. peremaJaan bryi ken&raan angkutan p€nsmpng umum.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilahn Teknis Kondaraan

Pasal 10

(1) Pamilik atau pemegang kuasa dari kerdaraan waiib uji, mengaJukan
pennohonan penllaian tit<nis kepada Dinas derryanmelampirlcan :

a. STNK:

b. Buku uji kendaraan walib uJi;

c. Buku pelunasan biaya penihhn kondl$i bknis;

d. $urat persetuJuan penghapusan bagl kcndaraan milik Pstn€rintah.

(2', $etehh persyarat*n administasi s$agaimana dlmelcsud pa& ayat
(1) terpenuhi, pengrufi melatukan penilaian kondisi bknb dan hasilnya
difuanglon dalam Berita Acara penilaian benis dengan menggunakan
formulir PKB-4 dan PK&S.
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BAB V

MUTASI, NUMPAAIG UJI, RUMAFI STATW DAhI
RUBAH BENTUK KENDAFI/MN

Bagian Pertrma

Mutasi

Pasal 11

(1) Pemilik kendaraan bermotor drpat rplaksanakan mutaei penguflan
kendaraan dengan oara mongniukan permolrcnan kepada Dinas
menggunaken formulir PKB-6 dan mehmrulan pereyaratan :

a. Buku uji hma;
b. SuratTanda Nomor Kendaraan:
c. lulembayar biaya penguiian;
d. Surat keterangan pafak daerah (fisl€}.

(2) Sdelah memenuhi peruyaratan acbagalmana dimaksud @a ayd (1),
dibedkan surat kderargan nrutasi kendaraan merqgunalan brmulir
PKBT untuk diprooes bttih lanjut

Baghn Kedua

Numpang U$ l(a#raan
tusd 12

(1) Penrilik ksrdaraan bermotor &pat mdalaanaken numpang uji
kendaraan, daqan cara meng$ukn permohonan kapada Dinas
merggurnkan fomrulir PKB€, dergan molamS**an persyaratan :

a. &.rku uii lama;
b. SurdTanda Nonror Kendaraan;
c. Membayar biaya penguiian.

(2) Setelah mernenuhi perqnreHr sebagnlmana dirmksud pada ayat (1),
diberikan surat keterarynn numpng u$ kerdalaan menggunakan
formulir PKBA wtuk diprosoe lobih laniut

(3) Pembedlahuan haeil pengulian a@nimna dimabrd @ eftst (2)
disampailon kepada lnshnsi tE l€it dimana kendaraan itu bedomisili.

Pasal 13

(1) Pelalsanaan penguiian bcrlsla bagi ken&raan yang bordomir$li di
luar daerah, harus dibngf€pi surat iiin numparq r{i dad lnstansl yang
berwenang seeuai dengnn domisili kendamsn.

(2) Pernberltahuan hasil pequlian se$agaimana dirnleud pda ryct (1),
dtsampaikan kepada lns*ansi tErkait dlnuna ken&raan berdomlgill
untuk diproec bbih hnjut

Baglan Ketgn

Perubahan Status

Pasal 14

(1) Pemilik ker&raan bermotor epd morubefi sOrhra lcndsagn dengnn
cara mengafukan perrrhonan kepada Dinas mongEunalcan formulir
PKB-6 dan metamprlen percyaratan :

.a. Buku uji lama;

b. $urat Tanda Noru Kcrdaraan:
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c. l$embayar Haya perqujlen;

d. illelampirlon kertu pongawasan bagi kerdarmn angkubn
penumpang umum.

(2) Untuk ksndarmn bsmdor yang dlmotpn untrk dirtbah ffi,rs dan
jenisnya se@aimana dlmaksud pda ayat (1), dlhlailcan
pemeriksaan teknis dan fusilnya dahm dlhnngkan &lam bcritr acara
hasll pengujlan kendaraan, menggunakan brmulir PKB3.

(3) Sdelah memenuhi porcyaratan prddipenya, kepoda pomlllk
kerdaraan yang merubah $aAts dan/atau lenls kstdaraannya,
diberikan surat keterangan perubohan gtaUg dan lenis kendarmn.

(4) Khusus unfuk perubehan status kondaraan menfdi kondaraan
angkutan penumpar€ umum, pemohon harus melampirkan
pesyaratan sunt ketarargan ijin prinsip.

Bagian Keempat

Peruhhan Bontuk

Pasal 15

Bagi ponilik kendaraan bennotor yang ingin merubah bentuk
kendaraannya, diharuskan mengaJulcn pennohonan kepoda D{nas
rnenggunakan fonnulir PKS3 dan melamptrl€n peelnr&n :

a. Buku uji lama;

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;

c. Surd kebrangan rubqh b€r&k derl bengkol karweri yang tblah dihtnjuk
oleh Pemsrintah herah;

d. Surat ketorangan uJi muhr dari Proplnsi;

e. Legalihs kopemllllon kar&rmn;
f. Membayar biaya peqgufian.

MBVI
PEMELIHARMN DAN PERAWATAf{

Pasal 16

(1) Agar ken'daraan uafib uii memenuhi petyar&n teknis dan hik falan,
harus dilakulen pemditnraan dan porawatan:

(2) Pemeliharaan dan pcrawatan kendaraan sebagaimana dimalcsud
@a ayat (1), dilalaangkan obh bergkel umum yang tehh memlliki
iiin dari Dinas seouai dengan ketenfuan porundang-un&ngan lrang
berlaku.

Pasal 17

(1) Apabih berdasarkan hasil pemerilcaan dlnyatakan tdak lulug, mlca
penguji waiib memberihhukan kepda pemilik atau pernegnng l<trasa
mengonai perbaikan yang harus dihkukan dan tempt pelaksanaan
uiiulang.

A, Perbalkan sebagaimana dimalcsud pada E/at (1) din)'atakan dengnn
surat ketorangan menggunalcan ftrmulir PKB-ll yaqg dapat
digunakan pemiliUpomagnng kuasa untrk mdaksanakan perawatan
dan atau perbalkan kendaraan pada bengkd kendaraan umum yang
dibniuk oleh Pemerlntah herah.

g
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BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN tHN TEMPAT
PEMBAYARAT{

ksd 18

(1) Rsfibud penguiian kendarmn barmots dibayar relalui Pemhntu
Pemegang l(as (Kasir Penerlma) pada Dinag.

Q, Hasll penedmmn refribusl se@nimana dlmhd Sa ayat (1),
disetorkan ke Kas Daerah sohmbt-lambatnya 1 (satu) kall 24 (dua
puluh empat) iam.

Pffial 19

Pehlcsanaan pemungutan retsibusi penguJhn ken&raan bennotor
se@nimana dimaksud pada Pasal lE, dilakulan dEh Dinas.

BA8 Vilt

TATA CARA PENGURANGAI.I DAI.I PEMEEBASAN RETRIBUSI

Paeal 20

(1) Permohonan pengumr€nn dan patbebasan reffibusl aldbat bercana
alam dan kerusakan sehirqga tdak dapat dloperasikan, disampilen
kepada Dinas dengan melampirlon surat kcterengan deri pihak yang
benrenang.

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
melakukan peninJauan, pemeriksaan, pendffian dan pemofetan serta
membuat bsrih acara s@ai bahan untuk msnberilen jawaban.

BAB IX

PEMBINAAN DAftI PET.IGAWASA}.I
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Pembinaan dan perqgawasan terhadap p&ksanaan Psraturan Dasrah
tentang Penguiian Kendaraan Bermotor, dilakukan oleh :

a. Dinas;
b. Dnas Pendapatan Daerah;
c. Badan Pengawae Daerah;
d. Penyidik Pegarvai Neged Slptl (PPNS).

BAB X

KETENTUAN I.AIN DAf{ PENUTUP

PasFll22

(1) Bentuk forrrulir sebagaimana dimaksud dahm Kepuhnan inl, akan
dlbtapkan oleh Dinas.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur eepanJang mengend dmis
pelalcanmnnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Dergan berlakunya Keputuean ini, maka Kefn^frsan tsueati Nomor 05
Tahun 2001 targgal 26 Januari 2001 tarilang Petunfuk Pehksanaan
Penafirran Daorah Kabupaten Cianiur Nomor (X Tahun 2000 bntang
Penguihn Kendaraan Bermotor, dinyatakan fidak borlafu lagi.



$
Pasal 24

Keputusan ini berlaku seiak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan inidalam penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
padatanggal 23 Maret 20S
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

wAstDt swA$ToMo

Diundangkan di Cianiur

S DAERAH,

LEMBAMN DAERAFI KABIJPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 2OO5
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